
3. Undang-Undang ...~ ~. ~

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat It dan Kota Praja di Swnatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara RepubJik lndonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Ncgara RI Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu
dilakukan penyesuaian dan perubahan pada Bagan
Struktur Organisasi Pcrangkat Daerah dan Ruang Lingkup
Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang;

b. bahwa pengaturan ruang lingkup koordinasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektilitas tugas dan Iungsi
Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kota Palcmbang
serta pelayanan administratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Palembang tentang Bagan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Perangkat
Daerah Kota Palembang;

WALIKOTAPALEMBANG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMARAESA

TENTANG

BAGANSTRUKTURORGANlSASIPERANGKATDAERAHDAN
RUANGLINGKUPKOORDINASIASISTENSEKRETARISDAERAH

KOTAPALEMBANG

PERATURANWALIKOTAPALEMBANG

NOMOR 18 TAHUN2016

PROVINSI SUMATERA SELATAN

WALtKOTA PALEMBANG



11. Sckrctariat ...

~ ~~

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kola adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota PaJembang.
3. WaIikota adalab Walikota Palembang.
4. WakilWaIikota adalah Wakil WaIikota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola
Palembang.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
Palcmbang.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Palembang.

8. Asistcn Pcmerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah
Asisten Sckrctaris Daerah Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten
Sekretaris Dacrah Bidang Perekonomian dan
Pembangunan.

lO.Asislen Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris
Daerah Bidang Administrasi Umurn.

PasaJ 1

BAB 1
KETENTUANUMUM

TENTANG BAGAN STRUKTUR
DAERAH DAN RUANG LINGKUP
SEKRETARIS DAERAH KOTA

WALlKOTA
PERANGKAT
ASISTEN

Menetapkan: PERATURAN
ORGANISASI
KOORDINASI
PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubaban Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah [Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); dan

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang [Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor6).

2



f.Dinas ...

~ £g ~

5. Dinas Dacrah, terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan:
c. Dinas PekerjaariUmum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Sosial;
c. Dinas Perurnahan Rakyat dan Kawasan

Pcrmukiman;

4. Inspektorat.

3. Sekretariat DPRDKotaPalembang.

2. Star AhliWalikota, terdiri dan:
a. star Ahli bidang Pernerintahan, Sosial dan

Kemasyarakatan;
b. Staf Ahli bidang Perekonornian, Pembangunan dan

Investasi; dan
c. Staf Ahli bidang Keuangan, Pendapatan Daerah,

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Asisten Administrasi Umum, mcmbawahi:
1. Bagian Umum;
2. BagianAdministrasi Keuangan;
3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Bagian Organisasi danTata Laksana.

membawahi:
1. Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alarn;

dan
3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pembangunan,danPerekonomianb. Asisten

(1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang,
tcrdiri dari:
1. Sekrctariat Dacrah Kota Palembang, terdiri dan:

a. Asistcn Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahi:
I. Bagian Pemcrintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. BagianHumas; dan
4. Bagian Protokol.

Pasal2

BABn
SUSUNANORGANlSASIPERANGKATDAERAH

11.Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Sckretariat DPRD adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

12.Perangkat Daerah Kota adalah uns'ur pembnntu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalarn
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewcnangan Kola.
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(2)Sekretariat ...

~-gg~

(1) Dalarn rangka efektifitas penyelenggaraan urusan
pernerintahan, Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip­
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kola serta
dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota scsuai dengan
tugas dan Cungsirnasing-rnasing.

Pasal3

BABIn
RUANGLINGKUP KOORDINASI

ASISTEN SEKRETARISDAERAH KOTAPAlEMBANG

(2) Sagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota
Palernbang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran L

7. Kecamatan

6. Sadan Daerah, terdiri dari:
a. Sadan Pcrencanaan Pernbangunan Dacrah,

PeneJitian dan Pcngembangan
b. Badan Pcngelolaan Keuangan dan Aset Daerah
c. Sadan Pengelolaan Pajak Dacrah
d. Badan Kepegawaian dan Pcngcmbangan Sumber

Daya Manusia
e. Sadan Kesatuan Sangsa dan Politik

f. Dinas Pemadam Kcbakaran dan Penanggulangan
Bencana;

g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
I. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

!3erencana;
j. Dinas Perhubungan;
k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
I. Dinas Koperasi dan Usaha KeciJMenengah;
m. Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pinru;
n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
o. Dinas Pemberdayaan Pcrernpuan, Perlindungan

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
p. Dinas Kebudayaan;
q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
r. Dinas Kctcnagakerjaan;
s. Dinas Pcrtanian dan Ketahanan Pangan;
t. Dinas Perikanan;
u. DinasPariwisata;
v. Dinas Pcrdagangan;
w. Dinas Pcrindustrian; dan
x. Saruan PolisiPamong Praja.
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HAROBINMASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANGTAHUN 2016 NOMOR T8

Diundangkan di Palemhang
pada tanggal30 ~6cu- 2016

SEKRETARIS DAERAH

HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal .30 N()Junb¢r 2016

WALIKOA PALEMBANG,

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrinlahkan
pengundangan Pcraturan Walikota ini, dengan penempatarmya
dalam Bcrita Daerah KoLaPalembang,

Peraturan ini mulai berlaku pada langgal diundangkan,

Pasal6

Dcngan berlakunya Peraturan im, Peraturan Walikota
Palembang Nomor 30 Tahun 2012 lentang Bagan Struktur
Organisasi Perangkat Dacrah dan Ruang Lingkup Koordinasi
Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang, dicabut dan
dinyatakan tidak bcrlaku.

Pasal5

mengenaiHal-hal yang bcrsifat teknis, sepanjang
pclaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasa14

BABIV
KETENTUANPENUTUP

(4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayal (3), dilaksanakan oleh Asisten Sekrctaris Daerah
dengan ruang lingkup koordinasi, sebagaimana tercantum
dalarn Lampiran II.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai
dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, cvaluasi
dan pelaporan serta pelayanan administratif.

(2) Sekretariat Daerah scbagai unsur staf pada hakekatnya
menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah.
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HARNOJOYO

WALIKOTA PALEMBANG,

"} Khu, ..., untuk odMlnistrnsi kotJDngan. mGngkOOtdinasllJlll SOIu'III
PorongklJl O",rvh (kOCuollnstonsi V()fUknl)

1 8J,GIA.~ UMUM
2 8J,GIA~"DI.lrHI$Tow;, KEUANGAN
3 SAG"''' HOKUM DAN HAK ASASI ""'NUS'"
4 BAGIMI OR(lANIS'SI DANTATA LAKSANl'
S. OlNAS KEARSIPAN DANPERPUSTAKi',;'"
a. BADAN PENGElOl.MN KEUANGAN DANASET OAERMI 1
7. eADA" P!;':GEl04.AAN PAJAKDAER.A"i
O. BAllAN K:ZF€OAW/,lIIN DA£RAH DAN PENGEMBAHGANSU..,BER

OAVM,'I."USIA

MENGKOORDINASIKAN.
_l_

1 1lAG1A"AOMIIoISTAASIPEMII.A'GUNAN
2 OAGIAHPEREKONOMIAN[)o'.NSUMBER().\yAJ,I.AI.I
3. SAG'''N LAYA"'AN PEHGAD'.WBARANG OMI JASA
". DINAS PEKERWN UMUM OANPENATM" RUliNG
~. PINAS PERWAHAN RAXYAT DAN KAWASA" PERMUKIMAN
G. OINAS LINGKUNGANHIOUP DANKEaERS"",N
7. OlNAS PERHUI)UNGA"
8 OlNASKOPEAAS< O<IN USAH~KECll Oil" MEi".",GA'1
9 OINAS KEBUOA"'M.~
·O.DINAS PERTANl ...N DAN KETII",AN.,," PAlIGA"
1'.0INAS PERIKANAN
17..0INAS PARIWl$I\TA
13.DINAS PEROAGANGAN
1·1OlNAS PERINQUSTRJAN
15 6.AOANPERE"CA'IAAN PEMSANGUNAH OAEAAH.PENELITWI DAN

PENGEM3A/>IGIIN '
16.KECAMATAtIDAN KElURA"iAN
17.DUMD iPOAMTIRTA MUSI. PO P"SAR. PT SP2J. PT PATROlOGI
10.KANTeR STATISTIK (INSTANSI VERTIKAl)

MENGKOORCINASIK/,'J;
_j_

1. 51,GWI PEIIIERIt,TAH.o.N
2. 8AGWI KESEJAWERAAN AAKY•.r
3. BAGIAN HUM",
4 aAGIAN ffiOl0KCL
5 INSPEK70RAT
6. SEKRETARIAT OPRO
7. D,NAS PENOt01KA....
6. DINA$l(ESEHATAN
!:. D~",,"S SOSIAL _
10.DINAS PEMAO.\M KEBAKARANOM PENANGGlIlA'4GiIN BENe/"'.;
I1.DINAS K;;:PEIIDUOUKANDAN PENCATATAN SIPll.
12. DINAS PENGENDALIANPENDUOUK DAN KEI.UARGA 8ERENC,;NA
13.DINAS KOMUNIK/,SI DAN INFORMATIKA
14.D.NAS PENANAMAN MODAL 0"" ?ELAV"NAN peR\ZIN.~N TERPADU
IS. DINAS J(EPEMlJMAN D'.N Ot.AHRAGA
16.01",,"5 PEMIlERiMYMN PEReM~H. PERL1NOUNGANAN.-II< IlAH

PEMSER.DAYAAN '.WlYARAKA T
17.0IN"S KETENAG.\KERJMN
16.SATUAN POLIS' PAMONO PRAJA
In.SADloN KEMTUAN BANGSA DAN POLiTIK
2O.PELAKSANA HARI.\I" 8ADAN N.\RKOTlKA KOTA
21.RSUD P-.u;I.I9ANC BAAl
22 I(EC"'.....T.'INDANKELURAHAN
23. KANTOR .\GRARIA DA~ TATA RLWIG(INSTAN$'1ISlT KAl)
2,1.KANTOR KElAENTERIAN AOAMA ,'NSTANS' VERTIKALI

MENGKO()ROINASIKAN:
L__

SEKRETAR.IS DAERAH

ASISTEN ASlSTeN A$lSTENPEMERINTAII"" DAN ---------------- PEREKONOMIAN OAN ---------------- AOMINISTRASI UMUMKESEJAlfTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAH
,

RUANG LINGKUP KOORDINJ\Sl ASISTEN SEKRETJ\RlS DAERAI-J

LAMPIRAN 11
PERATURAN WAI,IKOTA PALEMBA:'-lG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
BAGAN STRUK')'UR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LlNGKUP K00RDINASI
ASlSTE:.I SEKRETARJS DAERAH KOTA PALEMBANG




